
 
 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
PROVINSI JAMBI 

  

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR 41 TAHUN 2015 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6          

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2755); 

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3969); 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan                   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

 
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 

2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 
 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 13); 
 

 
 
 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas : 

1. Pendapatan 
a. 
b. 
c. 

Pendapatan Asli Daerah 
Dana Perimbangan 
Lain-lain pendapatan yang sah 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

83.011.347.972,00 
922.001.965.780,00 
110.031.356.263,00 

 Jumlah Pendapatan Rp. 1.115.044.670.015,00 
 

2. Belanja 
 

a. Belanja Tidak Langsung 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Belanja Pegawai 
Belanja Bunga 
Belanja Subsidi 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bagi Hasil 
Belanja Bantuan Keuangan 
Belanja Tidak Terduga 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

491.040.771.084,00 
0,00 

7.000.000.000,00 
0,00 
0,00 

628.749.000,00 
140.728.657.200,00 

800.000.000,00 
 Jumlah Belanja Tidak 

Langsung 
Rp. 640.198.177.284,00 

 

b. Belanja Langsung 
 

1. 
2. 
3. 

Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

67.299.630.000,00 
175.206.265.088,00 
232.340.597.643,00 

 Jumlah Belanja Langsung Rp. 474.846.492.731,00 
 
 

 
Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

 
Rp. 
Rp. 

 
1.115.044.670.015,00 

0,00 
 
 

3. Pembiayaan 
a. 
b. 

Penerimaan 
Pengeluaran 

Rp. 
Rp. 

0,00 
0,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 0,00 
  

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
Tahun Berkenaan 

 
Rp. 

 
0,00 

 

 
 
 
 
 
 
 



Pasal 2 
 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam lampiran I Peraturan Bupati Ini. 
 

Pasal 3 
 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih Lanjut 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 4 

 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 5 
 
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. 
 

Pasal 6 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat. 
 
 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 
pada tanggal 31 Desember 2015 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

                       ttd 

 USMAN ERMULAN 

 

 

 
Diundangkan di  Kuala Tungkal  
pada tanggal 31 Desember 2015  
 

 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
 
                             ttd 
 
                FIRDAUS KHATAB 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 
NOMOR 41 
 


